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RPJMN Pemerintah Baru Harus Fokus Pembenahan Struktural

Dusep Malik

JAKARTA - Ketidakpastian eko-
nomi global dan banyaknya ma-
salah struktural diakui pemerintah
sebagai pemicu tidak tercapainnya

baru,” jelasnya kepada IFT.

Selain itu, Lukita juga melihat
dalam menyusun RPJMN lima ta-
bun ke depan pemerintah baru
rurlll melihat tantangan dani keta-
hanan energi nasional, Pasalnya,
tersebut  terlihat  jelas
a akhir-akhir ini terha-

beberapa target penting dalam  masalah
Rencana b Jangka  d.
Menengah  Nasional  (RPJMN)

2010 - 2014 di akhir masa Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) jilid 1L,
Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil
Menteri Perencanaan Pembangun-
an Nasional, mengatakan ketidak-
pastian ekonomi global diakui tidak
tampak saat penyusunan RPIMN
2010 +2014 lalu, sehingza ke depan
pemerintah baru dibarapkan bisa

dap fiskal dan neraca pembayaran,
terlebih  pemerintah baru meng-
inginkan pertumbuhan yang cukup
tinggi.

Ke depan, dalam menjawab
tantangan energi pemerintah baru
harus melakukan bauran energi
vang tidak bertumpu terhadap ener-
%i fosil, baik itu untuk transportasi
maupun untuk tenaga listik, Seperti

belajar dari pengal ini

Menurut Lukita, dampak dari
fenomena global tersebut bisa dia-
tasi dengan baik bila kondisi dalam
negeri diperbaiki, salah satunya
adalah pembangunan  infrastruk-
tur yang saat ini sudah diakselerasi
pemerintah melalui pencanangan
Masterplan Percepatan dan Per-
luasan Pembangunan Ekonomi In-
donesia (MP3EI).

Akselerasi tersebut diakui perlu
pembenahan di berbagai sisi seper-
i regulasi, izin-izin, dan pembebas-
an lahan. Pembenahan tersebut di-
harapkan tidak lagi menggunakan
pola-pola lama tetapi harus me-
ngedepankan terobosan baru yang
tentunya lebih berpihak terhadap
masyarakat.

*Kita mengakui kondisi ekster-
nal saat ini tidak seperti waktu pe-
merintah menyusun RPIMN 2010 -
2014 lalu, ini bukan sckedar alasan
karena memang fenomena global
ini tentunyn akan sangat berpenga-
ruh dari kondisi di dalam negeri
sendliri, untuk itu fokus dalam ne-
geri harus dilakukan pemerintah

mengalihk gas dan
geothermal untuk listrik. Upaya itu
harus dilakukan dari sekarang dan
memperbaiki regulasinya

Dalam RPIMN 2010-2014 dise-
butkan dalam lima tahun pertum-
buhan ekonomi harus mencapai
7% = 7.7% di akhir 2014, tingkat

engangguran schesar 5% - 6% dan

emiskinan 8% - 10%. Namun, real-
isasinya tanget pertumbuhan hanya
tercapal pada dua tahun pertama
yaitu 2010 dan 2011, angka kemis-
kinan kembali naik pada akhir 2013
dan angka pengangguran berpo-
tensi stagnan,

Armida  Salsiah  Alisjahbana,
Menteri Perencanaan Pembang

Pemerintah menyatakan melesetnya target penurunan angka pengangguran disebabian faktor eksternal

Menurut dia, semua upaya terse-
but dapat mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi dalam jang-
ka panjang yang ditetapkan dalam
Rencana b Jangka

an Nasional, scbelumnyn meng-
ungkapkan dalam upaya menyusul
RPJMN lima tahun ke depan peme-
rintah baru tentu perlu meningkat-
kan kualitas sumber daya manusia
(SDM) dengan perbaikan pendi-
dikan, terjaganya swasembada pa-
ngan, ketahanan energi, peningkat-
an kualitas sarana infrastruktur, tu-
runnya kesenjangan, dan menckan
prakick korupsi

Panjang Nasional (RPJPN) 2010
~2025 sebesar 6% - 8% per tahun-
nya dan mendorong pendapatan
per kapita masyarakat meningkat
menjadi USS$ 7 ribu pada 2019
Selain itu, dengan mengguna-
kan landasan pembangunan terse-
but diharapkan Indonesia dengan
ccpat meningkat dari negara ber-
pendapatan menengah ke negara
maju atau ke luar dani jebakan kelas

menengah atau yang sering disebut
middle income frap

Keterlibatan Swasta

Sementara itu, Josua Pardede,
Ekonom PT Bank Permata Tbk
BNLI), mengatakan dalam RP-
JMN lima tahun ke depan pemerin-
tah perlu fokus pada infrastruktur
Scbab, infrastruktur yang baik akan
mendorong investasi dan mening-
katkan ekspor yang pada akhimya
mendorong pencapaian target per-
tumbuhan ckonomi

Untuk itu, agar infrastruktur
tersebut bisa terbangun di tengah

keterbatasan anggaran, pemerin-
tah perlu membuat aturan yang
lebih baik agar ada keikutsertaan
swasta, baik itu melalui Public Pri-
vate Partnership (PPP) atan swasta
murni untuk pembangunan infra-
struktur besar dan strategis.

“Fokus ke infrastruktur itu pen-
ting lima tahun ke depan, sebab
infrastruktur baik investasi masuk
dan ekspor tumbuh, lalu pertum-
buhan ckonomi juga akan sesuai
target yaitu 7%. Semua ftn, juga
perlu didukung iklim investasi yang
kondusif, daya beli terjaga dan infla-
si yang managable,” pungkasnya.

Ketidakpastian ekonomi glonal dan banyaknya masalah struktural diakui pemerintah
pemicu tidak tercapainya beberapa target penting dalam Rencana

sebagai

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
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